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LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan
salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dilakukan selama tahun 2024 sekaligus sebagai
konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi untuk maksud tersebut diatas
maka diperlukan pengembangan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 yang memuat informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan tahun 2024 sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam
implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kata sempurna dan belum sesuai dengan
yang diharapkan, karenanya itu kami sangat mengharapkan umpan balik (feedback) baik berupa
saran maupun masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan LAKIP untuk masa yang
akan datang dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,
dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan
karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP Tahun 2024 Dinas
Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.
 

     Polewali, 18 Februari 2025    
Plt.Kepala Dinas PMD

     H. ACO RIFAI,S.Pd.,M.Si
     Pangkat : Pembina Tk.I
     Nip. 19670505 199412 1 004



IKTISAR EKSEKUTIF
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar sebagai lembaga teknis
daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat
dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dariseluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan
dan tantangan di Kabupaten Polewali Mandar dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta
memajukan daerah melalui peningkatan kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang merupakan bagian dari
informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakatdan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagai dokumen evaluasi
dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali
Mandar, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategis.
 
 Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa
menetapkan beberapa sub kegiatan dan kegiatanyang terhimpun menjadi sebuah program. Program
dan kegiatan inidiharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada
hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dansasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.
 
 Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali
Mandar meliputi 2 (dua) Program, 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Program
tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
 
         Anggaran keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali
Mandar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.775.721.440,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima
juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah). Realisasi anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sebesar Rp.2.695.955.643,- diperoleh presentase
sebesar 97,1%, dapat terlihat pencapaian tingkat keberhasilan realisasi anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar ada pada level baik.

Untuk permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa selama tahun 2023
antara lain: (1) Tingkatkesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa,
(2)Pengelolaan Keuangan Desa dinilai belum efektif dan Efisien sehingga berpengaruhterhadap
pelaporan keuangan desa,(3) Masih terbatasnya SDM yang ada di DinasPemberdayaan Masyarakat
dan Desa baikjumlah personil maupun spesifikasikeahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan
fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan (4) Masih kurangnya
inovasi yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan
keberdayaan masyarakatdan kapasitas pemerintah desa. Sedangkan untuk solusinya antara lain: (1)
Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber
daya aparatur pemerintahan desa, (2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan Pembinaan secara
simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara
pembuatan dan penyajianpelaporan keuangan desa dengan baik dan benar. Dikarenakan
pelaporankeuangan desa merupakan salah satu lampiran dalam pelaporan keuangan daerah,serta
adanya penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) untuk mempermudah Desa dalam menyajikan
Laporan Keuangan Desa, (3) Melaksanakan koordinasi danpengajuan penambahan personil yang
berkompeten sesuai dengan bidangnyakepada BKPP Kabupaten Polewali Mandar untuk penempatan
pegawai di DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan (4) Membangun semua Pegawai pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berinovasidalam melaksanakan tugas dalam
upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa.
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal dengan akronim SAKIP, merupakan
sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance base management) untuk
penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja dalam rangka mendorong pemerintahan agar lebih
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Terdapat 4 (empat) komponen besar SAKIP, yaitu
: Perencanaan Kinerja dan Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja.
Pelaporan Kinerja sendiri disusun setelah berakhirnya periode Perencanaan Kinerja sebagai wujud
pertanggung-jawaban Kinerja Instansi Pemerintah.
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pemenuhan
terhadap ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja
(performance based budgeting). Setiap pengguna annggaran oleh Instansi Pemerintah harus didasarkan pada
kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, LAKIP merupakan bentuk pertanggung-
jawaban pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya sesuai perencanaan
strategis (strategic planning) yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran berjalan yaitu 1 (satu) tahun secara lengkap memuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu laporan capaian terhadap target kinerja yang telah
ditetapkan, perbandingan capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta mengungkapkan
keberhasilan dan kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja. LAKIP ini juga merupakan media
pertanggungjawaban pemerintah secara terukur yang berorientasi hasil (result oriented). Dengan LAKIP ini
diharapkan tuntutan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat terpenuhi.

Untuk mengatasi tantangan, perkembangan dan tuntutan masyarakat mendorong Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetap eksis dalam proses
pembangunan perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorintasi.LAKIP2022

Maksud menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali
Mandar adalah sebagai dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagai pedoman dasar melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
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A LATAR BELAKANG

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru
dengan peraturan dasar Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah termasuk Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan
Desa dengan menyusun dasar/pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi
Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang harus
dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis
sebagai bentuk pelaksanaan keuangan.
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A LATAR BELAKANG

Dasar Hukum
Penyusunan Laporan

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut :

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013

tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
11.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lemaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
12.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali

Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat,
BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar

13.Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009-2014

14.Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

15.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman atas Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat BAPPEDA
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang direvisi menjadi Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

16.Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentangg Sasaran dan Indikator Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014

17.Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

18.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar

19.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

20.Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2024
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A

Maksud Dan Tujuan

Maksud

tujuan

Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2024
Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja
tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala
dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2023.

Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta stakeholder yang
membutuhkan
Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan
kinerja periode yang akan datang;
Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program
dan kegiatan yang akan datang; dan
Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan
yang diperlukan.

B KEDUDUKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Kondisi Kelembagaan

Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kondisi Organisasi

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana tugas
Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : membantu bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
1.Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa
2.Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
3.Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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A

B

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Polewali Mandar tahun 2024.

Tabel 1

Berdasakan Golongan dan Gender

(Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Keadaan pegawai berdasarkan golongan dan gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari golongan IV (2 orang), golongan III (23 orang) dan golongan II (2
orang), dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 10 orang.

Tabel 2

Berdasakan Tingkat Strata Pendidikan

(Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Keadaan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 berdasarkan tingkat
pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 9 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang dan SMA sederajat sebanyak
2 orang.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
STRUKTUR ORGANISASI

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA

FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

AHLI MUDA

KEPALA DINAS

SUB. BAGIAN KEUANGAN,
PERENCANAAN DAN

 PELAPORAN

SUB.BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

KEPALA BIDANG
 PEMERINTAHAN DESA

KEPALA BIDANG 
USAHA EKONOMI DESA DAN

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA
ALAM DAN TTG

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

AHLI MUDA

FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA

FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

AHLI MUDA

FUNGSIONAL PENGGERAK
SWADAYA MASYARAKAT

AHLI MUDA
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A

C SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

BAB I Pendahuluan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pencapaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2024

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang serta Kedudukan tugas pokok dan fungsi serta
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II Perencanaan Kinerja
Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Tujuan Umum dan Tujuan khusus
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas
kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2024.

Sistematika penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:



B A B  I I
PERENCANAAN

KINERJA
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A. Rencana Strategis

         Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur pada pasal 1 poin
49 bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) tahunan. Sedangkan pengertian Sasaran yang diatur di dalam permendagri yang sama
adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah/perangkatdaerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat
daerah. Dengan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26  tahun 2019 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka
ditetapkanlah tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
         Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan progran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh
Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan
seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan
olehinstansi pemerintah agar mampu menjawab tuntukan lingkungan strategis lokal, nasional,
global dan tetap berada dalam tatanan sistem adminitrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPMD Kabupaten Polewali Mandar telah
merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 
Indikator : Angka Kemiskinan
Untuk mencapai tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1 Indikator :
Indeks Sosial

Meningkatnya Ketahanan Sosial

SASARAN 2
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Publik
Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN 3 Indikator :
Persentase Desa Maju dan Mandiri

Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa

SASARAN 4
Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan
Desa

SASARAN 5
Indikator :

Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Tertib Pengelolaan
Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan
Publik Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Perangkat Daerah
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Untuk mengukur pencapaian dari  tujuan dan sasaran dimaksud diatas, ditetapkanlah
indikator-indikator utama dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Sosial
Indikator : Indeks Sosial

Sasaran 2  : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Indikator : 

Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM

IKM = Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur x 25

Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
 Indikator : 

Presentase Desa Maju Mandiri

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa 
Indikator :

 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKM = Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur x 25



Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat
Daerah

Indikator :
Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan : Merupakan Hasil Penilaian LHE Inspektorat
Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan : Merupakan hasil penilaian Badan Keuangan
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah
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IKM = Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur x 25



Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji hasil kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran,

berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumberdaya lainnya.

Tujuan dilakukannya penetapan kinerja ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan

umum penetapan kinerja adalah instensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas

pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen Perangkat Daerah

bersama jajarannya, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Polewali Mandar tahun 2024 sebagai berikut :
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B. Penetapan Kinerja
Tahun 2024

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2024



Dasar Hukum
Penyusunan Laporan

Berdasarkan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

adalah “Mewujudkan Otonomi Desa

Dan Meningkatkan Keberdayaan

Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi,

Sosial Dan Budaya”.

TUJUAN UMUM

Untuk mendukung tujuan umum, dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ditetapkan delapan tujuan khusus yaitu:

1.Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

2.Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta pertisipasi keswadayaan

masyarakat dalam pembangunan.

3.Mewujudkan tatanan kehidupan sosial Budaya Masyarakat yang maju dan dinamis melalui

pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial,meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta

peningkatan kemandirian tenaga kerja pedesaan.

4.Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan

lembaga sosial ekonomi masyarakat.

5.Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang epektif dan efisien dan pelestarian

lingkungan hidup dengan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna.

6.Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7.Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa

lingkup regional.

TUJUAN KHUSUS
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B A B  I I I
A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A
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A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai
hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau
kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkat daerah. Menilai dan
menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian
hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “berhasil atau tidak“. Analisis
capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan
optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja
setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah
tahun 2023, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1.Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2024;
2.Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah

diperjanjikan untuk kondisi tahun 2024;
3.Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4.Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5.Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan

solusi yang telah dilakukan, serta
6.Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2024. 

Analisis dan evaluasi kinerja, dimaksudkan untuk menghitung capaian kinerja dari setiap sasaran
strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan
menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan
masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan
pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Sosial 

Indikator 1 : Indeks Sosial

Indikator Tahun 2022 Tahun 2023

Indeks Sosial 44,78 49,27

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023
Capaian indikator Indeks Sosiali

Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada
pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara
optimal dan maksimal. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa
pembahasan penelitian ini menuju kekonsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan
Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan “Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam
komunitas baik kota atau desa, pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif
untuk menciptakan kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan ekonomi lokal juga perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor
ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek
yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.
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b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian
kinerja. Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2023 dengan tahun 2022 tetap atau tidak
berubah. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial untuk tahun 2023 dengan tahun-tahun
sebelumnya :

Tabel 4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2022 dan 2023) UNTUK SASARAN 1

Indikator Tahun 2022 Tahun 2023

Indeks Sosial 44,78 49,27

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2022 dengan Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan target yang ada dalam
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

Tabel 5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 
TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

Indikator Tahun 2022 Tahun 2023

Indeks Sosial 44,78 49,27

Dari tabel di atasmengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaiankinerja tahun 2023 terhadap
target jangka menengah (Renstra) DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024
dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan indikator Indeks Sosial,
perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan
indikator Indeks Sosial yang dijalankan oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat
Guna dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
Rp.939.507.000.

e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG
Upaya pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan
indikator Indeks Sosial yang dijalankan di dukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
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Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :
Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1.PeningkatanKapasitasKelembagaan Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
dengan anggaran sebesarRp.450.000.000(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

f. PENJELASAN REALISASI TARGET KEGIATAN
Disinilah diharapkan hadirnya peranan BUMDes tidak hanya dalam mewujudkan desa mandiri adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan
ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha, dan meningkatkan pendapatan asli desa
(PADes) tapi yang paling penting mampu meningkatkan indeks sosial.

g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

SOLUSI

Sampai laporan ini disusun, belum signifikannya peningkatan indeks sosial yang
seperti diharapkan.

Adanya kegiatan yang menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan
kemudahan akses usaha sehingga mampu meningkatkan indeks sosial dari tahun
sebelumnya.
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Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat
a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diukur
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga
pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target
dan realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja pada sasaran 2 sebagai berikut :

TARGET REALISASI CAPAIAN

Sangat 
Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam aspek peningkatan kualitas
pemerintahan desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan
desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan,
penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Berbagai upaya telah dilakukan dalam
rangka pembinaan serta peningkatan kemampuan kepala desa beserta aparatnya dalam
pengelolaan administrasi pemerintahan desa. kegiatan yang dimaksud seperti asistensi
perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta melalui
pelatihan peningkatan SDM perangkat atau aparat Desa.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun
2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2023 dengan tahun 2022 sesuai target yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.
Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra
yang dilaksanakan pada tahun 2019. 

Tabel 6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

Sasaran Indikator
Kinerja

Realisasi Kinerja

2020 2021 2022 2023

Meningkatnya
Kualitas
Pemerintahan
Desa

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik
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c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2022 dengan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

Tujuan Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Realisasi Kinerja

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatnya
Kualitas
Pemerintahan
Desa

Meningkatnya
Kualitas
Pemerintahan
Desa

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Baik Baik
Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Tabel 7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023
terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-
2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, perlu dilakukan perbaikan
target di tahun-tahun berikutnya.

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat,yang dijalankan
oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan
menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga
Adat/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000.

Upaya peningkatan persentase desa dengan indikator kinerja persentase desa yang menerapkan
Teknologi Tepat Guna di dukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri atas Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai
berikut :
Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Rupiah)
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SOLUSI

f. PENJELASAN REALISASI TARGET KEGIATAN

g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi
pemerintahan desa, berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau
realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

KENDALA
Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan
perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan
bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen
pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang
mengakibatkan masih kurang optimalnya kualitas pelayanan publik saat ini.

Salah  satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu
disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping
itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya. Karena yang menjadi kendala utama adalah
perlunya banyak pelatihan atau fasilitasi yang mengarah pada peningkatan SDM
pemerintah desa.
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Dalam aspek membaiknya ketahanan ekonomi desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek
kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen
perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pedoman
Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat,
daerah dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah
satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan
Desa.

Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM merupakan dasar/landasan hukum,
disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial,
dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang
mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan
desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan
memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan
pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi
(lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-
dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari
keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan,
transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan
jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas
air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan
dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan.
Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Metode perhitungan IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks
ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap
desa.

Sasaran 3 : MEMBAIKNYA KETAHANAN EKONOMI DESA 

Indikator 1 : PERSENTASE DESA MAJU MANDIRI
a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Capaian indikator persentase desa Maju dan Mandiri :

TARGET REALISASI CAPAIAN %

19,44%19,44% 100%

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) : IDM = 1/3 ( IKL + IKE + IKS )

IDM = Indeks Desa Membangun
IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
IKS = Indeks Ketahanan Sosial
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Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam
perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki
makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

Y = Total Skor (x) dibagi Nilai Maksimum (x)

Keterangan:

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks

Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks

Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks

Ketahanan Sosial (IKS)

X = Indikator (X)

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan
status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

1.Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar
(>) dari 0,8155.

2.Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang
dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.

3.Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang
dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.

4.Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun
kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.

5.Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun
kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja
Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa untuk tahun 2024 dengan tahun-tahun
sebelumnya.

Tabel 8
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 s/d 2024) UNTUK INDIKATOR 3

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 sampai dengan tahun 2024, desa dengan
kategori Berkembang semakin berkurang/menurun, begitu juga desa dengan kategori Maju
mengalami kenaikan/terus bertambah dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2024 dengan Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan target Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024
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d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

f. PENJELASAN REALISASI TARGET KEGIATAN

g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Tabel 9
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024
terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-
2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan
indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun
berikutnya.

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, yang dijalankan oleh Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 8 (Delapan)
orang dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga
Adat dan Masyarakat hukum Adat dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar
Rp.450.000.000

Upayapeningkatan persentase desa denganindikatorkinerja persentase desa Maju dan Mandiri
didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat yang terdiriatas Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :
Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi
pemerintahan desa, berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau
realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

KENDALA
Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan
perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan
bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen
pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.
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SOLUSI
 Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam
menilai kemajuan dan kemandirian desa;
Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan
permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
Dapat menjadi krujukan atau masukan dalam perumusan targeting (sasaran
lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah
dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.
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Sasaran 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PEMERINTAHAN DESA

Indikator 1 : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal
tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai
gambaran target dan realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut :

TARGET REALISASI CAPAIAN %

sangat
baik

SANGAT
BAIK

100%

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2023 dengan tahun
sebelumnya : Tabel 10

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 dengan tahun 2023 sesuai target yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.
Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerjaRenstra
yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA
Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2022 untuk sasaran strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4

TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN 
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Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023
terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-
2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa yang
diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, perlu
dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk
tahun 2020-2023 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik,yang
dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang
dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan PemberdayaanLembagaKemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat DaerahKabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas KelembagaanLembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga
Adat/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000.

e. KENDALA DAN SOLUSI

KENDALA
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1.Rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai
jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur misalnya
ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungutan liar,
korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan dan
secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2.Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN yang ada.

SOLUSI
Langkah-langkah yang diperlukan/solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di
atas adalah :

1. 1Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku
penyedia layanan terkait pelayanan publik

2.Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang
menyiapkan pelayanan publik

3.Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui
pelatihan/bimbingan teknis/diklat 
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Sasaran 5 : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DESA

Indikator 1 : PERINGKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH
a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur
dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal
tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Uraian dan
penjelasan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada sasaran 5 di bawah sebagai
berikut :

TARGET REALISASI CAPAIAN %

BBBB 100%

Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-
005.w/LHE/Itkab/700.1.2.7/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
SKPD Tahun 2023, tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
memperoleh nilai hasil 74,84 dengan predikat BB. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian
terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dievaluasi oleh
Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian :

1.Perencanaan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
DesaKabupatenPolewali Mandar
telahmemiliki dokumen perencanaan
strategis (Renstra Tahun 2019-2024),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.
Perencanaan Kinerja telah memuat
sasaran, indikator dan target kinerja
dengan menjabarkan sasaran strategis 

dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III
dan IV). Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan
perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan
perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat sasaran
strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Namun perlu dilakukan
monitoring target jangka menengah tahun berjalan secara optimal dan melakukan reviu secara
berkalaatas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang
telah ditetapkan.

2.Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan
dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.

3.Monitoring capaian target kinerja dalam rencana aksi belum dilakukan secara optimal dan
capaian rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
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2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Polewali Mandar telah
menyusun Indikator Kinerja Utama
tingkat OPD hingga pejabat eselon IV
dan telah dilakukanpengukuran kinerja
secara berjenjang berdasarkan
sasaran,indikator dan target yang
diperjanjikan dan pengukuran sudah
menggunakan aplikasi monitoring kinerja

sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun
indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja atasan/unit
kerjanya. Selain itu pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib sehingga data kinerja yang
dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas
hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk
mengambil tindakandalamrangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan
strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

3. pelaporan kinerja
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Polewali Mandar
telah menyusun Laporan Kinerja Tahun
2023 dan disampaikan kepada Bupati
Polewali Mandar melalui Bagian
Organisasi dan Tata Laksana secara
tepat waktu. 

Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja utama dan target yang
telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

1.Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi
outcome hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan/proses yang telah dilaksanakan. 

2.Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan
dalam Perjanjian Kinerja.

3.Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja dan
belum sepenuhnya menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi
kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang
diperlukan sehingga Laporan Kinerja tidak dapat diandalkan dan digunakan untuk perbaikan
perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk
peningkatan dan penilaian kinerja.

4.Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran.

5.Pemanfaatan informasi kinerja juga belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan
capaian kinerja yang diperlukan.



4. EVALUASI INTERNAL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Polewali Mandar telah
melakukan evaluasi secara internal untuk
memantau perkembangan kemajuan
pencapaian kinerja beserta
hambatannya. Namun evaluasi yang
dilaksanakan berupa evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan
serta penyerapan anggarannya, hanya

sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi
keberhasilan atau ketidakberhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa
yang akan dating sehingga evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan
perencanaan dan peningkatan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja dinilai dari aspek
pencapaian target output dan outcome
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dibandingkan dengan kinerja
OPD lainnya, selain itu pencapaian
kinerja juga termasuk kinerja dari
penilaian stakeholders yang meliputi
kinerja pengelola keuangan, pendapat
masyarakat/media, penilaian OPD lainnya, transparansi dan penghargaan lainnya.

Adapun rekomendasi Inspektorat terkait hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi
kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran
keberhasilan menjadi lebih baik.
Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara
berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta
menyempurnakan kualitas indikator kinerja pada level organisasi terkecil (eselon III dan IV serta
staf).
Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan
dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan
program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
Menguatkan komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk
mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik
berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil
pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan
informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai
kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan hasil evaluasi dan analisis
mengenai capaian kinerja, menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara
realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang
diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensipengunaan sumber daya yang
dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerjauntuk
perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan.
Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan
atau ketidak berhasilan program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk
perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal
untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
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Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk
mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar
tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Polewali Mandar.
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b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2023)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran
Strategis 5 : Meningkatnya KualitasTata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan
Indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2023 dengan tahun-tahun
sebelumnya :

Tabel 12
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dapat
ditampilkan pada tabel diatas. Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran
dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 ke
tahun 2023 capaian kinerja ada peningkatan predikat SAKIP dari predikat B ke predikat BB.
Sedangkan untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 capaian kinerja dapat dipertahankan dengan
Predikat SAKIP BB.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2023 dengan sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat
Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan Target Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 13
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023
terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-
2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah, perlu
dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenPolewali Mandar. Adapun untuk tahun 2023
realisasi kinerja dengan meraih predikat BB.
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d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah
yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai
sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran
sebesar Rp.14.880.360.

e. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

SOLUSI

Dalam upaya perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berikut hal-
hal yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1.Pemahaman para pejabat struktural terkait penyusunan Perjanjian Kinerja masih
kurang.

2.Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada, belum dijadikan acuan untuk
mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.Belum intensifnya kegiatan reviu renstra untuk memperbaiki capaian terhadap
tujuan dan sasaran OPD.

4.Masih kurangnya dokumentasi pada setiap program/kegiatan dan sub kegiatan
yang dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas penyajian informasi hasil
pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

1.Memaksimalkan pelaksanaan rapat internal untuk memberikan pemahaman
terhadap para pejabat pelaksana program/kegiatan dan sub kegiatan tentang
korelasi antara tujuan dan sasaran renstra dengan Perjanjian Kinerja yang telah
disusun.

2.Memaksimalkan aplikasi SAKIP yang sudah ada untuk melakukan pengukuran
terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap setiap bidang terkait program
dan kegiatan yang berdampak langsung kepada tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah.

4.Memberikan format khusus kepada setiap pelaksana kegiatan dan sub kegiatan
untuk pelaporan pelaksanaan masing-masing kegiatan atau sub kegiatan.
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f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1  kegiatan dan 3
(tiga) sub kegiatan diantaranya :

Tabel 14
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

Indikator 2 : Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Perangkat Daerah
yang diukur dengan Indikator 2 Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan
kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai
dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2023
untuk indikator kinerja 2 adalah sebagai berikut :

TARGET REALISASI CAPAIAN %

97,1%100% 97,1%

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2023)
Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran
Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan
indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah untuk tahun
2023 dengan tahun-tahun sebelumnya :
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Tabel 15
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2023)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 sampai 2023 Opini Pengelolaan Keuangan
dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini disebabkan adanya reviuw
atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.
Sedangkan untuk tahun 2020 sampai tahun 2023 capaian kinerja opini pengelolaan keuangan
tetap bisa dipertahankan sesuai dengan target.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2023 sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang
diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut
:

Tabel 16
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4

TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2019-2024

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023
terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-
2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset
Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Untuk tahun 2019-
2023 realisasi kinerja dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan
Keuangan dan Aset Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan
dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub
Kegiatan yang anggarannya sebesar Rp.6.093.375.



SOLUSI

KENDALA

e. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target sasaran strategis 5
yaitu :

1. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang dan belum sesuai dengan
ABK/Analisis Beban Kerja

2.Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan
tupoksinya

Langkah-langkah yang perlu ditempuh/solusi atas permasalahan tersebut
diatas yaitu :

1.Meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang yang ada di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait penyusunan laporan keuangan
melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi realisasi Program/Kegiatan
dan Sub Kegiatan.

2.Pengajuan usulan pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan
ABK/Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan

f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2
(dua) sub kegiatan diantaranya :

Tabel 17
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
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Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur
dengan indikator opini pengelolaan keuangan. Indikator dimaksud mencakup 3 hal yaitu :

Opini Pengelolaan Keuangan

Persentase penyampaian SPM
sesuai standar dan tepat waktu

TARGET 100 %

Persentase penyampaian Laporan
Keuangan sesuai standar dan tepat

waktu

TARGET

Persentase penyampaian Laporan
Asetsesuai standar dan tepat waktu

TARGET 100 %

Persentase penyampaian SPM
sesuai standar dan tepat waktu

REALISASI 97,1 %
Surat Perintah Membayar (SPM)
adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat 

lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang
dipersamakan. SPM diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat
Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada
Badan Keuangan sebagai kuasa BUD di daerah untuk mencairkan dana APBD. SPM terdri atas :

SPM

SPM BelanjaPegawai :
SPM Gaji Induk
SPM Gaji Susulan
SPM Kekurangan Gaji
SPM Uang Duka Wafat
SPM Persekot Gaji
SPM Gaji Terusan

SPM Belanja Barang lain-lain :
SPM Langsung
SPM Uang Persediaan
SPM Tambahan uang Persediaan
SPM Pengganti Uang Persediaan
SPM Pengganti uang Persediaan
Nihil

97,1%
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TARGET

1.Pengawasan sekretariat atas penyusunan SPJ dari masing-masing bidang lebih
di intensifkan melalui rapat monitoring dan evaluasi laporan keuangan per
triwulan.

2.Penguatan pengendalian penyusunan laporan keuangan melalui pengembangan
SDM petugas verifikasi SPJ.

Persentase penyampaian Laporan
Keuangan sesuai standar dan

tepat waktu
97,1 %

Penyusunan Laporan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
memiliki peranan penting dalam
penyusunan akhir laporan keuangan

perangkat daerah. Pengelolaan SPJ yang tepat waktu merupakan kunci utama dalam ketepatan
penyelesaian laporan keuangan. Beberapa dokumen yang harus diperhatikan adalah SPP UP, GU,
TU, LS Gaji, LS Barang dan Jasa, SPM UP/GU/TU/LS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Register
SPP/SPM/SP2D, LPJ UP, LPJ TU, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SPJ Administratif dan SPJ
Fungsional. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah ketertiban dan tanggung jawab SKPD terkait
yaitu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPJ administratif dan SPJ Fungsional sangat
berpengaruh dalam kemudahan proses penyusunan laporan keuangan.

REALISASI
Untuk realisasinya sendiri mencapai 97,1% (sesuai target). Beberapa dokumen
laporan keuangan yang disusun sudah sesuai standar dan pelaporannya tepat
waktu.

KENDALA
Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam penyusunan Laporan Keuangan
diantaranya :

1.Kurangnya tanggung jawab dalam membuat SPJ disetiap transaksi. Terutama
dalam penatausahaan belanja, yaitu SPJ Administratif dan SPJ Fungsional.

2.Mengalami kesulitan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan
3.Perhitungan pembayaran pajak atas belanja barang dan jasa

SOLUSI

Persentase penyampaian Laporan
Aset sesuai standar dan tepat waktu REALISASI

Pengelolaan dan Penatausahaan
Aset menjadi hal yang sangat
penting, temuan yang paling
dominan yang menyebabkan 

Pemerintah Daerah gagal mendapatkan Opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat di aset.
Nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca
laporan keuangan. Sehingga penatausahaan aset sangat perluuntuk diperhatikan. Dalam hal ini,
perangkat daerah harus bisa menguasai pengukuran aset, penyusutan, penilaian kembali, pelepasan
aset, dan inventarisasi aset.

REALISASI

UUntuk realisasinya sendiri mencapai 97,1% (sesuai target) laporan aset yang
dilaporkan sesuai standar dan tepatwaktu

KENDALA

Kendala yang sering dijumpai dalam penyusunan laporan aset adalah pencatatan
aset itu sendiri, dimana jumlah aset tetap berbeda dengan daftar inventarisasi
dikarenakan adanya kesulitan dalam mengklasifikasi nilai aset (terutama dalam
kapitalisasi aset).

SOLUSI
Pengembangan SDM bendahara barang dalam rangka peningkatan kualitas
penyusunan laporan aset Perangkat Daerah.

97,1 %
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Indikator 3 :  Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah
a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur
dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah berada
pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan
dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang
ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2023 untuk indikator 3 di
bawah ini sebagai berikut 

TARGET REALISASI CAPAIAN %

sangat
baik 100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sesuai
target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun
2019-2024. Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator
kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

sangat
baik

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2023)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur
dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah untuk tahun
2023 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 18
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA
Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
2023 untuk sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah
dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut  
: Tabel 19

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024
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d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap
target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024
dapatdianalisa bahwa untuk sasaran 5 : MeningkatnyaKualitas Tata Kelola PemerintahanPerangkat
Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat
Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk
tahun 2019-2023 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna
Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sekretariat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (sepuluh) pegawai dengan 3 kegiatan
dan 10 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.533.227.950.

e. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

SOLUSI

KENDALA
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1.Belum optimalnya koordinasi antara Bidang dengan Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan
tupoksinya

Langkah-langkah yang diperlukan/solusi untuk mengatasi permasalahan
tersebut di atas adalah :

1.Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku
penyedia layanan manajemen perkantoran

2.Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang
menyiapkan layanan manajemen perkantoran

3.Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui
pelatihan/bimbingan teknis/diklat

Upaya pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder dilaksanakan melalui 1 program,
3 kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan diantaranya :
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Tabel 20
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

Berikut beberapa fungsi manajemen perkantoran :

1.  Perencanaan

Fungsi perencanaan (planning) dalam manajemen perkantoran yaitu fungsi yang akan digunakan

dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen perkantoran ini dapat mempermudah

pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk

melaksanakan tugas yang sudah dibagi tersebut.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan (commanding) dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen

yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi pada bawahan

dalam menjalankan tugas, agar tugas dapat dijalankan dengan baik dan tertuju pada tujuan yang

telah ditetapkan sejak awal.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen perkantoran sangat diperlukan untuk menjaga

agar semua kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya  yang ada tidak menyimpang dari

rencana sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.



Sasaran 1

Meningkatnya Ketahanan Sosial
1 Program Rp.450.000.000

Sasaran 2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Publik

1 Program Rp.450.000.000

Sasaran 3

Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
1 Program Rp.450.000.000

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
1 Program Rp.939.507.000

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Perangkat Daerah

1 Program Rp.2.325.721.440

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA
(KEUANGAN)

Untukmencapai target sasarantahun 2024, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan
ketat. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, untuk memastikan Program/Kegiatan
dan Sub Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
dimaksud diantaranya :
1.     Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 5 kegiatan dan
16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.325.721.440.
2.     Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum
Adat, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.450.000.000.

DISTRIBUSI PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2024
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Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumberdaya finansial.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang baik harus pula disertai laporan
akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat
diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini akan disajikan
serangkaian informasi keuangan tahun anggaran 2024.

1. Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2024 total pagu yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.2.775.721.440

Alokasi Belanja
Rp.2.775.721.440

 (Belanja Gaji dan Tunjangan ASN)
Rp.1.808.288.397

 (Belanja Program/Kegiatan
dan Sub Kegiatan)

Rp.967.433.043

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Adalah Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN dengan alokasi atau target
Rp.1.808.288.397,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.780.446.101,- dengan capaian persentase
sekitar 98,9% (persen).

2. Belanja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adalah Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi sebesar
Rp.967.433.043,- dengan realisasi Rp.915.509.542,- dengan capaian persentase sekitar 94,6%
(persen).
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN



NO PROGRAM
PAGU POKOK DAN

PERUBAHAN
REALISASI SISA ANGGARAN

1
Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

2.325.721.440 2.269.242.937 56.478.503

2

Program Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat dan Masyarakat

Hukum Adat

450.000.000 426.712.706 23.287.294

Realisasi Belanja Program/

Kegiatan Dan Sub Kegiatan
2.
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BAB IV
P E N U T U P



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka memberikan

gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Polewali

Mandar pada tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) tidak

hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk

mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah.              

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali

Mandar tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra,

maka padatahun 2024 telah ditetapkan 2 program, 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Agar

program dan kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula

ditetapkan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 5

indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik.

Dengan kategori capaian sebagai berikut 5 indikator dengan capaian kinerja 100 %

(persen).

            Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal

yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada

tingkat atasan.Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan

datang.
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     Polewali, 18 Februari 2025    
Plt.Kepala Dinas PMD

     H. ACO RIFAI,S.Pd.,M.Si
     Pangkat : Pembina Tk.I
     Nip. 19670505 199412 1 004
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